
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 
NOMOR  KU.03.10/KEP.73–BAPENDA/2024 

TENTANG 

  PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

TAHUN PAJAK 2024 

 
BUPATI MAJALENGKA, 

 
 

Menimbang   :     a.   bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (6)  

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 
Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah maka perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak 
sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) maka 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 

2024; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan 

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang   Nomor  2   
Tahun   2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 
3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi   dan   Bangunan    (Lembaran    Negara    

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang   Nomor  2   Tahun   2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang   Nomor  2   Tahun   2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);); 
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor KEP-129/WPJ.22/BD.03/2011 tentang  
Penetapan  Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk 

Kabupaten Majalengka; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2023 Nomor 7); 

  
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 
  

KESATU : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
Bumi Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka Tahun 

Pajak 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
Keputusan ini; 
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KEDUA :  Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU, diperoleh berdasarkan Penilaian secara 

Individual sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Majalengka Tahun Pajak 2024, sebagaimana tercantum  

dalam lampiran II Keputusan ini; 
 
KETIGA          :  Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar 

perhitungan Bangunan Individual Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 2024 
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini; 

 

KEEMPAT : Menetapkan Ketetapan Pajak Minimal Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 2024 
sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 

 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024. 

 
                                                                Ditetapkan di Majalengka 

                                                                pada tanggal 18 Januari 2024       
 

Pj BUPATI MAJALENGKA 

 
 
 

 
DEDI SUPANDI 

 














